BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap warga memiliki kepentingan-
kepentingannya masing-masing yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan
hidup. Dengan adanya banyak perbedaan kepentingan antara anggota masyarakat
yang satu dengan yang lainnya, maka perbedaan tersebut dapat menimbulkan
adanya perselisihan, perpecahan, hingga dapat terjadinya kekacauan. Dengan
begitu, untuk menghindari terjadinya benturan-benturan akibat terdapatnya
perbedaan kepentingan tersebut, maka diperlukan aturan hukum yang mengikat
untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, karena dengan adanya
hukum, kewajiban-kewajiban serta hak-hak warga masyarakat dapat dijaga dan
dipelihara agar terciptanya kehidupan yang damai, teratur dan tertib. Salah satu
aturan hukum yang mengatur tentang hak-hak warga masyarakat adalah hak asasi
manusia.

Semenjak berakhirnya perang dingin, ditandai runtuhnya salah satu negara
yaitu Uni Soviet, maka isu global beralih dari komunisme dan pertentangan antara
blok Barat dan blok Timur, ke masalah baru yaitu masalah hak asasi manusia,
masalah lingkungan, dan masalah liberalisme perdagangan. Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, tidak terlepas
dari gelombang isu hak asasi yang melanda hampir semua negara di dunia ini.
Masalah hak asasi manusia bukanlah merupakan masalah baru bagi masyarakat

dunia, karena isu hak asasi manusia sudah mulai dilontarkan semenjak lahirnya



suatu piagam tentang hak asasi manusia yang dikenal dengan “Piagam Madinah”
di Madinah pada tahun 622, yang memberikan jaminan perlindungan hak asasi
manusia bagi penduduk Madinah yang terdiri atas berbagai suku dan agama,
kemudian terdapat isu tentang hak asasi manusia semenjak lahirnya Magna Charta
di Inggris pada tahun 1215, sampai lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang Hak Asasi Manusia, yaitu “Universal Declaration of Human Right” pada
tanggal 10 Desember 1948.'

Bagi Indonesia, kontroversi sekitar masalah HAM sebenarnya telah
muncul sejak negara bangsa ini tengah mempersiapkan kemerdekaannya pada
tahun 1945. Jadi jauh sebelum munculnya “Deklarasi Hak Asasi Manusia Asia-
Pasifik” di Bangkok pada bulan April 1993, yang sangat partikularistik dan
menghebohkan, atau serangkaian kontroversi mengenai hal yang sama di dalam
konferensi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa pada bulan Juni 1993.°

Berbagai upaya untuk mewujudkan HAM dalam kehidupan nyata sejak
dulu sampai saat ini tercermin dari perjuangan manusia dalam mempertahankan
harkat dan martabatnya dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.
Timbulnya kesadaran manusia akan hak-haknya sebagai manusia merupakan
salah satu faktor penting yang melatarbelakangi dan melahirkan gagasan yang

kemudian dikenal sebagai HAM.’
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Pengertian HAM dari dulu sampai sekarang sama saja, yaitu pengakuan
dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan karena dia atau mereka (yang
hak-hak asasinya harus diakui dan dilindungi itu) adalah manusia. Sebagai
manusia, secara lahiriah manusia berhak berpikir, berpendapat, berkumpul dan
bernegosiasi.* Oleh karena itu, HAM itu bersifat universal. Jadi, HAM itu
sebenarnya suatu konsep yang sangat sederhana, yang kemudian sesuai dengan
perkembangan zaman, ruang lingkup HAM semakin meluas ke berbagai bidang
kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya yang memang
tidak terhindarkan. Sebab, dimana pun manusia berada dan apapun bidang
kehidupan yang dimasuki manusia itu maka disitu pula HAM harus hadir sebagai
bagian integral dari kehidupan sebagai manusia. Tujuanya adalah agar harkat dan
martabat manusia itu selalu terlindungi di mana pun dia berada.’

Proses memerdekakan masyarakat Indonesia merupakan salah satu contoh
dari Hak Asasi Manusia atau HAM karena dimaksudkan agar setiap orang
Indonesia apapun suku bangsa, agama, keturunan, ras, warna kulit ataupun latar
belakang sosial dan budayanya, semuanya harus dipandang, diakui dan dihormati
sama kedudukan dan martabatnya. Dengan kata lain proses pemerdekaan manusia
di Indonesia adalah upaya untuk membebaskan rakyat Indonesia dari segala
bentuk penindasan penghinaan dan pelecehan dari siapapun atau oleh siapapun,
tidak terkecuali dari pemerintah negaranya sendiri sehingga mereka menjadi tuan

di negaranya sendiri yang dihormati oleh semua orang. Tujuan mengangkat harkat
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dan martabat setiap masyarakat Indonesia inilah yang dimaksudkan sebagai
perspektif perjuangan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang dengan sendirinya
harus dipahami sebagai komitmen Nasional. Apapun dan siapapun aktifis Hak
Asasi Manusia yang berjuang di negara ini baik dalam bentuk perorangan,
kelompok, golongan, lembaga swadaya masyarakat, ataupun ORNOP, partai-
partai bahkan seluruh aparat kekuasaan termasuk polisi dan tentara (militer) dan
lain sebagainya harus memahami bahwa perjuangan HAM yang mereka lakukan
adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia agar menjadi
anak bangsa yang terhormat dan bermartabat.’

Ketika membahas HAM, maka pada bagian ke sepuluh dari Undang-
undang HAM terdapat Hak Anak.” Hak anak ikut diatur dalam HAM karena
bukan hanya seorang penguasa saja yang dapat melakukan perbuatan yang
sewenang-wenang, melainkan siapapun dapat melakukan perbuatan yang
sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap lebih lemah daripadanya, seperti
terhadap anak-anak.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya
melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai
harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir
harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai
dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah

Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang
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mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu
nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh
kembang, dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat
di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan
di Indonesia. Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut telah
mengalami perubahan sesuai dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2006 yang
didalamnya terdapat dua pasal yang terdiri atas perubahan terhadap pasal 81 dan
pasal 82, serta penambahan pasal 81A dan pasal 82A°, yang selanjutnya telah
diperbaruhi dengan Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-undang no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.’

Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak
sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1947 ketika membuat Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Namun, hingga keluarnya
Undang-undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan
pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan.'®

Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya
perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak

(fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang
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berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi
anak mencakup lingkup yang sangat luas."'

Dalam mengatur aturan-aturan hukum terkait hak asasi manusia dan
perlindungan anak, Negara Indonesia memiliki lembaganya sendiri seperti
Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) dan KPAI (Komisi
Perlindungan Anak Indonesia).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah
lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga
Negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian,
penyuluhan, pemantauan, investigasi dan mediasi terhadap persoalan-persoalan
hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan
Subkomisi. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jendral
sebagai unsur pelayanan.'?

Komisi Perlindungan Anak (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang
tersebut disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 20
Oktober 2002. Setahun kemudian sesuai Ketentuan Pasal 75 dari Undang-undang
tersebut, Presiden menerbitkan Keppres No 77 Tahun 2003 tentang Komisi

Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk memilih
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dan mengangkat anggota KPAI seperti yang diatur dalam peraturan per-undang-
undangan tersebut."’

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia dibentuk pada tahun 1999
dengan mempertimbangkan bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan
Yang Maha Esa yang mengemban tugas untuk mengelola dan memelihara alam
semesta dengan penuh ketagwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan
umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin
keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan
lingkungannya; bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara
kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena
itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan,
dikurangi atau dirampas oleh siapapun; bahwa selain hak asasi manusia, manusia
juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain
dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara; bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa yang mengemban tanggung moral dan hukum untuk menjunjung
tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang
ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen
internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh
Negara Republik Indonesia.'”

Aturan Perundang-undang tentang Perlindungan Anak dibuat pada tahun

2002 nomor 23 dengan mempertimbangkan bahwa Negara Kesatuan Republik
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Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk
perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; bahwa anak
adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat
harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas,
potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran
strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan
eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan; bahwa agar setiap anak kelak
mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan
yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik,
mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan
serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan
terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi,
bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan
dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin
pelaksanaanya; bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu
mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang
berkaitan dengan perlindungan anak."

Dalam karya tulis atau skripsi ini penulis akan membahas lebih lanjut
tentang pengaturan perlindungan anak dalam suatu tinjauan hukum dan hak asasi
manusia, karena masalah anak harus diperhatikan, sebab anak merupakan calon
pemimpin masa depan yang bisa memberikan dampak terhadap perkembangan

dan pembangunan suatu negara bahkan dunia. Sebagai aset suatu negara, sudah
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sepatutnya negara memberikan perlindungan kepada mereka dari berbagai hal-hal
yang mungkin dapat merusak masa depan anak. Berdasarkan apa yang telah
diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang berjudul
“Pengaturan Perlindungan Anak Dalam Suatu Tinjauan Hukum dan Hak Asasi

Manusia”.

1.2 Rumusan Masalah
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pengaturan Hukum dan HAM di Indonesia terkait
Perlindungan Anak?
2. Bagaimana penegakan Hukum dan HAM di Indonesia terkait

Perlindungan Anak?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan yang diatur oleh
Hukum dan HAM di Indonesia tentang perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan Hukum dan HAM di

Indonesia terkait Perlindungan Anak.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Akademis
Hasil Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk
dunia akademi yaitu memberikan faedah untuk perkembangan teori dan

analisa hukum terkait Hak Asasi Manusia khususnya Perlindungan Anak



1.5

ini diharapkan dapat membantu hukum lainnya dalam mencari referensi.
1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian hukum ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat
bagi masyarakat umum dan memberikan kontribusi pemikiran bagi
praktisi hukum, yaitu sebagai tambahan referensi bagi kajian hukum di

bidang Hak Asasi Manusia khususnya dalam Perlindungan Anak.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi tulisan ini dibagi
dalam Bab-bab untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti
pembahasan materi karya tulis ini, yang masing-masing berisi tentang:

BAB 1 tentang Pendahuluan, materi tulisan pada bab ini
merupakan gambaran dari isi bab bab selanjutnya yang saling berkaitan
untuk membahas tentang Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia
(HAM) yang disusun secara sistematis dari latar belakang permasalahan,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika
penulisan.

BAB II tentang Tinjauan Pustaka, bab ini membahas mengenai
tinjauan pustaka yang berisi menjelaskan tentang landasan teori dan
landasan konseptual.

BAB III tentang Metode Penelitian Hukum, dalam bab ini
penulis membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, cara atau
prosedur untuk memperoleh bahan penelitian yang kemudian dilanjutkan

dengan pembahasan mengenai sifat dari analisis penelitian. Bab ini
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menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti
permasalahan yang sesuai dengan topik yang dipilih dalam makalah ini.

BAB IV tentang Hasil Penelitian dan Analisis, dalam bab ini
penulis akan menguraikan dua hal penting yang relevan dengan
permasalahan yaitu masalah-masalah yang diatur oleh hukum dan ham di
Indonesia terkait perlindungan anak dan penegakkan hukum dan ham di
Indonesia terkait perlindungan anak.

BAB V tentang Kesimpulan dan Saran, isi bab ini adalah
kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas. Selain itu, penulis

juga akan memberikan saran yang relevan dengan permasalahan.
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